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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian sebagaimana telah dianalisis di 

atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa: 

1. Proses pembuatan akta kelahiran ini dilakukan dengan beberapa tahap, 

yaitu melakukan pendaftaran untuk mendapatkan akun taring pada 

website, melengkapi syarat-syarat yang ditentukan oleh Disdukcapil yang 

telah tersedia di website taring, setelah data-data sudah lengkap, pemohon 

melakukan scan dokumen dan diunggah ke website tersebut. Operator 

Disdukcapil akan memeriksa berkas, jika ditemukan berkas yang kurang 

lengkap maka akan diberikan surel yang berisi bahwa permohonan 

tersebut ditolak beserta alasan penolakannya. Dokumen yang telah 

lengkap dan mendapatkan notifikasi dapat dicetak di mesin ADM 

(Anjungan Dukcapil Mandiri) yang telah disediakan Disdukcapil di 

beberapa tempat. 

2. Kendala yang dihadapi oleh Catatan Sipil Kota Denpasar dalam 

menangani permasalahan layanan online pembuatan akta kelahiran yaitu 

adanya pelaksanaan PPKM yang diberlakukan oleh pemerintah dari 

tanggal 7 September 2021. PPKM Level 4 dimengakibatkan pembatasan 

terhadap pelaksanaan kegiatan operasional di Catatan Sipil yang 50% 
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pegawainya harus melakukan WFH. Hal tersebut juga menyebabkan 

berkurangnya kuota yang disediakan, awalnya tersedia 400 orang menjadi 

200 orang saja perhari. 

3. Upaya yang dilakukan oleh Catatan Sipil Kota Denpasar dalam mengatasi 

kendala yang tejadi dalam pembuatan akta kelahiran sendiri belum 

ditemukan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Solusi untuk hal 

tersebut adalah penurunan pada level PPKM yang awalnya dari Level 4 

menjadi Level 2, dengan adanya penurunan level tersebut maka kinerja 

dari pegawai Disdukcapil dan kuota pendaftaran pembuatan akta kelahiran 

kembali menjadi normal. Disdukcapil juga melakukan upaya untuk 

meminimalisir penyebaran COVID 19 dengan melakukan kerja sama 

dengan aplikasi daring Gojek dan Grab yang berfungsi untuk mengantar 

akta kelahiran atau surat lainnya yang diurus oleh Disdukcapil Kota 

Denpasar kepada pemohon. 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan, maka penulis 

merekomendasikan saran sebagai berikut. Berdasarkan pembahasan di atas, akan 

lebih baik lagi jika Pemerintah Daerah dapat lebih memperhatikan lagi permasalahan 

yang terjadi dalam pembuatan akta kelahiran melalui layanan online sebagai program 

inovasi dari pemerintah untuk membantu pembuatan akta kelahiran ditengah pandemi 
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Covid-19, untuk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil diharapkan dapat 

meningkatkan kualitas pembuatan akta kelahiran melalui layanan online sebagai 

pelayan publik dalam administrasi kependudukan, dan bagi masyarakat agar dapat 

menjadikan hal ini sebagai pengetahuan mengenai pembuatan akta kelahiran melalui 

layanan online di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar. 
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